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PENETAPAN
Nomor 523/Pdt.G/2019/PA.Pnj
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2019
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 523/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 19

November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13
November 1995, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 394/51/X1/1995, tanggal 6 Desember
1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal
bersama di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam
Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak
yaitu:

a. Muhammad Rabdi Rizki bin Kamran, umur 23 tahun,
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b. Nur Abdi Paransyah bin Kamran, lahir tanggal 1 Oktober 2001, saat ini
berada dalam asuhan Penggugat,

¢c. Muhammad Sebdy Okta Paransyah, lahir tanggal 25 Oktober 2008,
saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
padahal Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, sedangkan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditopang oleh Penggugat;

b. Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal Juli 2019 karena Tergugat
selingkuh dengan Wanita Idaman Lain yang akibatnya antara Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan
tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya
kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung
sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak
tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun
dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Kamran bin H. Unus)
terhadap Penggugat (Luciana binti Bahridin);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di depan persidangan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim
untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dengan
Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah
perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut
hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
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perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa
dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya
ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten
Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam
untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat
mengajukan permohonan untuk mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Penggugat
untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 271 Rv Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut
dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama,;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
523/Pdt.G/2019/PA.Pnj dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp216000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Desember
2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhhir 1441 Hijriah, oleh
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kami Ismail, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso
Abbas Mulyadi, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Zulfah, S.H.l. sebagai Panitera Penggugat serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Ismail, S.H.I.
Hakim Anggota,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Proses Rp  50.000,00
3. Panggilan Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan 20.000,00
5. Redaksi Rp  10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)
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